
BAB II 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) 
 

2.1. Pengertian  

Menurut Iman Sjahputra, SH,CN,LL.M, dalam bukunya Money Laundering Suatu 

Pengantar, Money Laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan 

asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.6 

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang 

sah. 

Menurut saya, terdapat perbedaan yang mendasar atas kedua pengertian diatas, yang 

mana dengan jelas disebutkan oleh Undang-Undang bahwa harta kekayaan atau uang 

tersebut seolah-olah menjadi harta kekayaan atau uang yang sah. Jadi harta kekayaan atau 

uang tersebut, tetaplah illegal tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi 

legal. Namun pada prinsipnya tetap saja harta kekayaan atau uang tersebut merupakan 

sesuatu yang tidak sah atau legal. 

Proses tindak pidana pencucian uang terjadi dalam tiga tahapan atau tiga langkah, 

yaitu placement (penempatan dana), layering (pemilahan dana), integration (integrasi). 

Yang dimaksud dengan placement (penempatan dana) adalah proses awal dalam pencucian 

uang yang ditandai dengan penyerahan secara fisik uang yang dihasilkan dari kegiatan 

illegal ke dalam sistem perbankan. Penempatan tersebut sering dilakukan dengan 

menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif/semu dengan memanfaatkan 

aspek kerahasiaan bank dan hubungan istimewa antara nasabah bank.  

                                                 
6 Sjahputra, Iman, SH, CN, LL.M, Money Laundering ……, Op.cit., hlm. 2. 
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Money laundering sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar 

crime) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Pada saat itu, seorang perompak di 

laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian 

senilai £325.000 poundsterling(setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut 

kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada 

transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan 

perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Namun istilah money laundering 

baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 

1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena 

menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka 

peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras 

terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum 

dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan 

penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang 

menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan 

mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil 

bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan 

kerahasian nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk 

mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda 

dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan 

pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.7 

 

2.2. Landasan Hukum 

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 

1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha 

ekonomi lain. Bahkan praktek money laundering tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al 

Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, 

Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal 

dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif 
                                                 
7 http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf, 30 November 2009. 
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untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara 

domestik namun juga antar negara,dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan 

berkembangnya transaksi money laundering juga didukung fasilitas financial dunia 

perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau nostro account yang diberikan 

bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor 

sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan 

pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga 

menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan 

perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang. Perkembangan kejahatan 

kerah putih ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat 

mengganggu stabilitas perekonomian karena perputaran dana dalam jumlah besar yang 

terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari satu atau lebih negara ke 

satu atau lebih negara lain.8 Untuk itu maka masalah money laundering mulai menjadi 

perhatian dan dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 

internasional maupun nasional : 

1. Amerika Serikat 

Memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti The Bank Secrecy 

Act (1970), Money Laundering Central Act. (1986), The Annunzio Wylie Act. dan 

Money Laundering Suppression Act. (1994). Dalam Bank Secrecy Act, terdapat 

kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi alat pembayaran 

yang melebihi $10,000 kepada Internal Revenue Service yang dikenal dengan nama 

Currency Transaction Report (CTR). Termasuk juga di dalamnya Foreign 

Transactions Reporting Act yang memperbesar jumlah informasi keuangan yang 

harus disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan 

tindakan pidana, perpajakan dan penuntutan. Setelahnya dalam Money Laundering 

Central Act(MLCA) diatur adanya unsur yang harus dipenuhi untuk 

mengkategorikan tindak pidana pencucian uang yakni : 

a. terdapat transaksi finansial atau perpindahan internasional; dan 

                                                 
8 Ibid. 
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b. terdapat kegiatan melanggar hukum tertentu.9 

2. Swiss, Thailand, Spanyol, Italia, Inggris, Jerman dan Perancis Swiss memiliki The 

Money Laundering Act (1998), Thailand memiliki The Money Laundering 

Prevention and Suppresion Act (1999), Spanyol memiliki The Money Laundering 

Law (1993), sementara untuk negara Italia, Inggris, Jerman dan Perancis memiliki 

Penal Code yang mengatur ketentuan anti money laundering.10  

Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, 

khususnya alinea kedua dan keempat yaitu sebagai berikut,  

“…Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur…” 

 

“…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…” 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa, bahwa tersirat dalam alinea-alinea tersebut adanya bentuk-

bentuk perlindungan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-

cita bangsa yang ada dalam pembukan UUD 1945. 

                                                 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
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Selanjutnya bentuk-bentuk tersebut dinyatakan dalam pembentukan peraturan-peraturan, 

disamping selain itu juga mengadopsi peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan 

tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2.  Undang-Undang RI No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite 

Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 

7. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 

21/KEP.PPATK/2003 Tanggal 9 Mei 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Gaji, 

Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan 

Analisis Transaksi Keuangan 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan 

United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)11 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Sjahputra, Iman, SH, CN, LL.M, Money Laundering ……, Op.cit., hlm. x-xi 
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2.3. Proses Pencucian Uang 

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2003, mendefinisikan Pencucian Uang adalah 

perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan 

lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Pendefinisian di atas 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Pelaku 

2. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial 

untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-

olah menjadi harta kekayaan yang sah 

3. Merupakan hasil tindak pidana 

a) Pelaku 

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UUTPPU, 

digunakan kata “setiap orang”, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan 

bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara 

pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan 

bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

b) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah 

menjadi harta kekayaan yang sah 

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi 

lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak 

pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya 

mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU 

No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang 

menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum 

antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau 
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pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh PJK. Transaksi keuangan yang menjadi 

unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi 

keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat 

persetujuan dari Kepala PPATK. Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan 

adalah (Pasal 1 angka 7 UUTPPU) : 

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; 

2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan 

yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini; atau 

3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana, dan definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara 

Tunai diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUTPPU adalah transaksi 

penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang 

tunai atau instrument pembayaran lain yang dilakukan melalui PJK. 

4. Merupakan hasil tindak pidana 

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur 

adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTPPU, 

dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan 

tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. 

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UUTPPU yang telah 

mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur 

delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut 

merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak 

pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk 

membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang 
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menghasilkan harta kekayaan. Apabila digambarkan maka unsur-unsur pokok 

pencucian uang adalah sebagai berikut: 

Pelaku 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

             (hasil tindak pidana)      

Transaksi Keuangan     

   seolah-olah menjadi 

LEGAL 

 

Terdapat Tahapan dalam Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut: 

1. tahap penempatan (placement), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan 

uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman 

guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah 

uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan 

ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat; 

2. tahap pelapisan (layering), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal 

uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau 

nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank 

di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. 

Tindakan ini dapat berupa : mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang 

asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit 

yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya. 

3. tahap penggabungan (integration), merupakan tahap mengumpulkan dan 

menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam 

suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-

benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul 

kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal. 

Selain itu juga terdapat modus dalam tindak pidana pencucian uang Dalam perbuatan 

tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada tipologinya : 
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1. tipologi dasar : 

a. modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk 

menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku 

pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan 

orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah : 

orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam 

dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang 

ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa 

dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga 

dapat berkomunikasi setiap saat. 

b. modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang 

ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan 

suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan 

hasil tindak pidana. 

c. modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus 

pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi 

perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek 

kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan 

yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam 

pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui 

dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah 

pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik 

yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada 

pembayaran-pembayaran lain. 

d. modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang 

ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil 

kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang 

kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-

usaha lain. 
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2. tipologi ekonomi : 

a. model smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan rekannya yang 

banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-

jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak 

mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut 

ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain 

adalah dengan memasukkan dalam rekening para smurfing di satu 

tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama 

di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku 

pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa 

rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas 

nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau 

rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. 

b. model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini 

sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan 

dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk 

memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan 

untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum dipindah 

atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan 

yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di 

daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki 

oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau 

Negara lain 

c. modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus 

perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang 

menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan 

A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana 

juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank 

D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga 

dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang 
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terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun 

uang illegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang 

bersih dengan dokumen yang lengkap. 

d. modus menyerupai MLM. 

e. modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil 

tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang 

tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam 

faktur. 

f. modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under 

invoicing. 

g. modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada barang yang 

diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti 

pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya 

adalah pelaku pencucian uang. 

h. modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang

 telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki. 

 

3. tipologi IT : 

a. modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, 

namun menggunakan sarana internet. 

b. modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan 

predicate crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-

dokumen transaksi keuangan. 

 

4. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun 

orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila 

dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama 
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modus cleaning dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus 

sistem data base suatu bank.12 

 

2.4. Dampak yang Ditimbulkan 

Baik cara perolehan uang yang illegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang 

hasil tindakan illegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro. 

 

1. Dampak ekonomi mikro : 

a. cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. 

Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap 

pemilikan pribadi atas faktor faktor produksi maupun atas barang-barang 

serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan 

adanya peluang perolehan uang yang illegal telah menunjukkan tidak adanya 

perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang 

asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat zero 

sum game dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa 

kerugian bagi pihak lain. 

b. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang illegal 

membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat. 

2. Dampak ekonomi makro : 

a. tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak 

yang berarti mengurangi penerimaan Negara; 

b. apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang 

yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran 

luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan 

yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit; 

c. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka 

akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk 
                                                 
12 http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf, 30 November 2009 
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Negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga 

tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank 

sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk 

mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang 

beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu 

akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan 

internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa 

yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang 

menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan 

menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.13 

 

2.5. Sanksi Pidana 

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tentu saja memiliki sanksi hukum agar 

terciptanya kepastian hukum di negera Indonesia. Sanksi ini terdapat pada pasal 3 dan 6 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan sebagai berikut, Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas 

nama sendiri atau atas nama pihak lain; 

b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia 

Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; 

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya 

sendiri maupun atas nama pihak lain; 

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri 

maupun atas nama pihak lain; 

                                                 
13 Ibid. 
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e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; 

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana; 

g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; 

atau 

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana 

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 

(lima belas milyar rupiah). 

Sedangkan kemudian pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan 

percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian 

uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Kemudian pada pasal 6 ayat 1 juga diatur terkait dengan sanksi tindak pidana pencucian 

uang yaitu, Setiap orang yang menerima atau menguasai: 

a. penempatan; 

b. pentransferan; 

c. pembayaran; 

d. hibah; 

e. sumbangan; 

f. penitipan; 

g. penukaran, 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling 

banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).  
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Dan pada pasal 2 diatur bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
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